 BUPATI KAPUAS HULU
- PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG |
KEUANGAN DESA
o :: _ _' _i 3 _5':;'_ .‘ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
e '.B:UPATI KAPUAS HULU‘—,: B

SR R Memmbang R bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa_l 43 o

. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113" |
- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan L
' Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupatl .

tentang Keuangan Desa;
o :_:.Mengi.i'lgat_-.' o ; __ _1:._.‘-5’:'Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959'
) 8 "_Nornor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukanf

R : Daerah Tingkat II di Kallmantan (Lembaran"' &
' | Negara Republik Indonesia Tahun 1953

,.
) ‘ R

B '.tentang Penetapan Undang-Undang Darurat )

“Nomor  9) ' sebagai : Undang-Undang.:_. -
"(Lembaran - Negara' Repubhk Indonesia -

. Tahun 1959  Nomor 72, ‘Tambahan_ o

- Lembaran Nega:a .R;-ipmjblikE _Ind_onesaaf -

~ Nomor 1820); - - B o

SR M Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 =
o " tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara -

' Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

~Tambahan = Lembaran Negara Repubhk

S ~~Indonesia Nomor 4286) _ _ s
; 3 f ':Undang-Undang Nomor -i Téhu'n ) 2004 _
.. "tentang Perbendaharaan’ Negara (Lembaran

' g_'-Negara‘ Rep_ubhk_ _Igdones;_a__ ‘Tahun 2004___ o

g



Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesm Nomor 4355]

...:."‘."Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004-

tentang Pemenksaan : Pengeloaan dan

- Tanggung Jawab Keuangan Negara Repubhk"

.7 .Indonesia - (Lembaran: Negara Republik

" Indonesia Tahun - 2004 Nomor . 66,
-, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

‘Undang-Undang ~ Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. (Lembaran Negara Republik'

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
. _Lembaran Negara Republik Indon_es1a_

Nomor 5495),

Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun:
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

' Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk'-

-~ Indonesia Tahun = 2014  Nomor 158,
.- Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia- Nomor 5539)sebagaimana telah
- diubah dengan Peraturan Pemerintah
~ Nombpr 47 Tahun 2015 ‘tentang Perubahan
‘atas  Peraturan  Pemerintah Repubhk

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang- -
'Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
~ Desa{lLembaran Negara Republik Indonesia-

Tahun  2015Nomor = 157,Tambahan
Lembaran Negara Republik _In_do_n_esi&

- Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pedornan Pengelolaan

Keuangan Desa,

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

g ’ Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan :

Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu
sebagaimana ~ sudah “diubah

rdenganPeraturan .~ Daerah =~ Kabupaten

- Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang _

.~ . Perubahan - Atas Peraturan ‘Daerah
o 'Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pembentukan Desa = dan

Dusun di Kabupaten Kapuas Hu}u,

-



.'penyelenggara Pemerintahan Desa’ yang memImpm pelaksanaan-' a
courusan. pernenntahan yang - men_]adl kew_enangan daerah". S
: ":__otonom S g SRR i

MEMUTUSKAN

B ':_:M'ehetépkan-: PERATURAN BUPATI TENTANG KEUANGAN DESA.'-

g BABI  — |
'KETENTUAN uMuM

Pasall I_ _:- o

o g Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu

Pemermtah Daerah adalah kepala daerah sebagal unsur

Bupat1 adalah Bupatl Kapuas Hulu,

g Kecamatan adala_h wilayah ker_la camat sebagau perangkat:_-' R
daerah kabupaten S

o Desa atau yang: dlsebut dengan nama lam selanjutnya disebut' K '
o Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- -

- batas mlayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus -
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asa1~usu1 dan -

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalarn SIStem

: Pemermtahan Negara Kesatuan Repubhk Indones1a

Pemermtahan 2 Desa adalah penyelengga.raan | urusan: S
k Pemerll‘ltahan dan kepentmgan masyamakat setempat dalam TR
' 'Slstern Pemenntahan Negara Kesatuan Republlk Indonesm

Pemermtah Desa adalah Kepala Desa atau yang chsebut dengan_; o
" nama lain’ dlbantu perangkat Desa sebagal unsur penyelenggara
R Pemermtahan Desa. S -

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dxsmgkat BPD
- atau yang disebut . dengan nama lain - adalah lembaga yang':

melaksanakan fung51 pemenntahan _yang anggotanya'

._ merupakan Wakll dari penduduk Desa ' berdasarkan o
o ."keterwalﬂlan wilayah dan dltetapkan secara demokratls .

. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajlban Desa vang
P dapat -dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang |
' “dan-: barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
"".r--3__f;;_-kewa31ban DRI e S e



_Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan keglatan yang -
e meliputi- perencanaan, pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan R
L . dan pertanggung]awaban keuangan Desa ' -

' f_:l-hl_'."Dana Desa adalah dana yang ya.ng bersumber dari Anggaran :
Pendapatan dan Belan_]a Negara.yang dlperuntukan bag1 Desa

yang dltransfer ‘melalui  Anggaran- Pendapatan dan Belanja :

' Daerah ‘Kabupaten / Kota dan dlgunakan untuk memblayal_" IR
3 Penyelenggaraan ' : : o

' Pemerintahan Pela.ksanaanPembangunan Pembinaan

' 'Kemasyarakatan dan Pernberdayaan Masyarakat "

'Alokam Dana Desa yang selanjutnya dxsmgkat ADD adalah
‘Dana pemnbangan ‘yang dztenma - Kabupaten/Kota -
S fdalamAnggaran . Pendapatan  dan  Belanja - Daerah"
-_Kabupaten / Kota setelah dikurangl Dana Aloka31 Khusus o

N 13 ‘Dana hasil pajak daerah dan retnbus1 daerah adalah dana yang_

- dialokasikan Pemenntah Kabupaten kepada Desa sesuai. dengan L

. '_reahsas1 penenmaan pajak daerah dan retnbu31 dae_rah L

o

LR Kepala Desa ‘atau sebutan namalain yang. karena Jabatannya'; .

o kabupaten

_-'Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya"_
i 'd1s1ngkat APB ‘Desa adalah * rencana keuangan tahunan
-:pememntahan Desa - yang dxbahas dan dlsetu_]ul bersama_f o
- Pemermtah Desa dan BPD yang dltetapkan dengan Peraturan_z L
- Desa. .. - SR AR

Pemegang Kekuasaan ‘Pengelolaan Keuangan Desa adalah

. mempunyai - kewenangan menyelenggarakan keseluruhan'

. 'pengelolaan keuangan Desa.

-_Pelaksana ’I‘ekms Pengelolaan Keuangan Desa ya.ng selan_]utnya:. .
- disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa’ yang membantu o

'Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa

17
: 18

: S dengan Bldangnya DR Sy
BEE ;' ' : Pemermtahan Desa yang rnenampung seluruh. penenmaan Desa .

R dan dlgunakan untuk mernbayar seluruh Pengeluaran Desa
pada Bank yang dltetapkan L | o

Sekretarls Desa adalah bertmdak selaku Koordmator_

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa !-

-Kepala Seks1/ Kepala Urusan adalah unsur darl pelaksana e
Pengelolaan Keuangan Desa. -~ - _- R _¥ ol

_Bendahara adalah unsur dan Pelaksanaan Tekms Keglatan"

I
|
Rekenmg Kas Desa adalah rekemng tempat menylmpan uang .



.25,

L Penyelenggaraan Pemenntahan Desa

.Penenmaan Desa adalah uang yang berasal dan seluruh-_'
- pendapatan desa yang masuk ke APBDesa me1a1u1 rekemng Kas c

Lo Desa

: 24‘ ’

Pengeluaran Desa adalah uang yang dlkeluarkan dan APBDesal :
rnelallu kas desa :

Surplus Anggaran Desa adalah sehsﬂ'l lebl.h antara pendapatan S
desa dengan belanja desa ' . 9

Deﬁmt Anggaran Desa adalah sehslh kurang antara pendapatan:._' :

desa dengan belanja desa

Slsa Leb1h Perhltungan Anggaran yang selan_}utnya dlsmgkat-_. -

- ;SILPA adalah selisih Ieblh realisasi penenmaan dan pengeiuaran e

: anggaran selama satu penode anggaran.

_ .jPeraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan y ang';
h"__-':“dltetapkan “oleh Kepala Desa  setelah - d1bahas ~dan
N dlsepakaubersama Badan Pennusyawatan Desa S

_'_Penghasﬂan tetap Kepala Desa_ dan Perangkat Desa serta Sl
- tunjangan pemberlan Penghargaan ‘berupa: uang - kepada

= Aparatur Pernerlntahan desa ‘sebagai - - penyelenggaraan !

" :Pemenntahan Desa, pelaksanaan pembmaan kemasyarakatan
' 'dan pemberdayaan masyarakat Desa : ' S

.’I‘unjangan Penghasﬂa_n Anggota BPD yang. selanjumya dlsmgkat o
. TPA BPD adalah pembenan tunjangan berupa uang kepada' : .

- -Anggota BPD. -

~ rincian permintaan penceiran anggaran; yang- diminta oleh
. Pelaksana Keglatan : o . R

8L

__ Rencana Anggaran B1aya yang SElaﬁJu‘tHYa dlSln gkat RAB._ .. |
e adalah rmc1an penggunaa.n dana untuk memblaya_l pelaksanaan N '
o keglatan yang dlla.ksanakan oleh Tlm Pelaksana Keglatan

Surat Permmtaan Pembayaran selanjutnya dlsmgkat SPP adalah S

"Pernyataan Tanggung Jawab Belanja adalah surat yang chbuat: = -
oleh ' Pelaksana Keglatan ' sebagal ' bentuk kelengkapan': o

o adrmmstraszt dan pemenksaan G e =|

, Laporan Pertanggun’awaban Reahsas1 Pelaksanaan APBDesa-

. merupakan ‘bagian  tidak . terplsa.hkan ~dari laporan



in

* o0

a.-

(1)

(3)

(4)

()

BABII
ASAS DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN DESA

- Pasal 2 -

- Asas Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

transparan;

. akuntabel;

partisipatif;
tertib; dan
disiplin anggaran.

o Pasal 3
Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah
prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya °

~ tentang keuangan desa.

(2} Akuntabel sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b adalah prinsip

dari perencanaan, pelaksanaan sesuai norma atau standar dan
dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun
administratif. - -

Partisipatif sebagaimana dalam Pasal 2 huruf ¢ adalah
keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam
proses perencanaarn. :

Tertib sebagaimana dalam Pasal 2 huraf d adalah prinsip
terlaksana dengan baik sesuai dengan perencnaan

Disiplin anggaran sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e adalah
membelanjakan keuangan sesuai dengan pos dan besaran
alokasi anggaran yang sudah ditetapkan tidak boleh ada yang
ditambah atau dikurangi. '

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a.

o a0 T

" perencanaan;
. pelaksanaan;

'p_enatausahaan ;

. pelaporan; dan

_pertanggungjawaban.



-

Pasal 5

o 'Péng'eiolaaﬁ. Keuaﬁgan Desa seBagaimana' dimaksud dalam Pasal 4,

dikelola dalam masa 1 (satu} tahun anggaran yakni mulai -

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. |

_ BABIII :
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 6

(D Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Desa dan kekayaan milik Desa.

2) Kepala Desa sebagm Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

desa sebagalmana d1maksud pada ayat (1), =~ mempunyai
- kewenangan: '
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,

b menetapkan PTPKD;

. ¢. menetapkan petugas . yang. melakukan pemungutan
_ _penenmaan Desa;
'd. menyetujui pengeluaran atas keg1atan yang dltetapkan dalam
- APBDesa; dan
e. melalukan tindakan yang mengaklbatkan pengeluaran atas
' beban APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa,

dlbantu oleh PTPKD

Pasal _7

(1) PTPKD sebagan'nana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berasal
- dari unsur Perangkat Desa, terd1r1 dari: . L

a. Sekretans Desa,

b Kepala Seksa,

c. Urusan Keuangan; dan
4

. B'endahara Bara'n'g Jasa.

" '(2) PTPKD sebagajmana dimaksud pada ayat (1) dltetapkan dengan

' Keputusan Kepala Desa pada setiap tahun anggaran

t



(1)

(2)

Pasal 8

Sekretans Desa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

“huruf a bertmdak selaku koordinator PTPKD.

Sekretaris Desa’ - selaku - koordinator PTPKD !sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

‘a. menyusun dan melaksanakan kebl_]akan ; pengelolaan

APBDesa;

. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,

perubahan APBDesa dan pertanggung _}awaban pelaksanaan
- APBDesa;

“'c. melakukan pengendahan terhadap pelaksanaan keg1atan

(1)

(2)

yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

-d. menyusun pelaporan dan pertanggun-awaban pelaksanaan

APBDesa; dan : , : : i

-e. melakukan venﬁkasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan

pengeluaran APBDesa.

Pasal 9

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 éyat (1) huruf
b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai ‘dengan

'bidangnyé.

Kepala Seksi sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) mempunyal:
tugas:

- a. menyusun RAB awal pada pelaksanaan kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Desa sebagai bahan penyusunan APBDesa;

b. menyusun RAB akhir bersama dengan TPK setelah

ditetapkannya APBDesa;

~c. melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga

Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, TPK Desa yang telah
: dltetapkan dalam APBDesa; ‘ :

) "d. mengendahkan pelaksanaan keg1atan yarig menjadi

tanggungjawabnya;

E e. melaporkan - perkembangan pelaksanaan keglatan yang

menjadi tanggun.awabnya kepala Kepala Desa; dan

, _,'f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.



&

(1) ,
. ayat (1) huruf d dijabat oleh Perangkat Desa yang mampu.

(31

Dokumen anggaran sebagannana dimaksud pada ayat (2) huruf f _
meliputi rencana anggaran belanja {RAB]) akhlr dan Surat

- Permintaan Pembayaran

(1)

‘Pasal 10

Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

- “huruf c ditetapkan sebagai Bendahara Desa.

@

Dalam ‘hal terdapat kekosongan dan/atau kekurangan ﬁerSonil
pada Urusan Keuangan, maka Bendahara Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh Perangkat Desa yang

- mampu,

NE

Bendahara ~Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan,
mernbayar menatausahakan, dan mernpertanggung jawabkan
uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 11

Béndahara Desa Sebagajmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dapat terdiri dari Bendahara Penerimaan Desa dan/ atau Bendahara
Pengeluaran Desa. : - SR

2

Pasal 12

Bendahara Barang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Bendahara Barang Desa sebagaimana dimaksud p;ada ayat (1) |

. mempunyai tugas untuk menerima, mencatat, menatausahakan

.dan mempertanggungjawabkan segala aset desa dalam rangka

o pelaksanaan -pengelolaan aset desa secara tepat guna dan
~ berdaya guna. :

(1)

Pasal 13

.Penatausahaan Barang Desa dﬂakukan oleh Bendahara Barang

o _Desa

9!‘ |



LA

(2) Bendahara Barang Desa wajib melakukan. pencatatan kekayaan |

milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

BABIV -
~ ASAS UMUM DAN STRUKTUR' |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA |

_ - Bagia Kesatu :
~ Asas Umum Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Desa
Pasal 14 =~ i
_(1) APBDesa .disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan -
 pemerintahan dan = dengan memperhatikan | kemampuan

pendapatan desa. | = ) ‘

(2) Penyusunan APBDesa sebagaumana dimaksud pada ayat (1).

berpedoman kepada RKPDesa dalam rangka ‘mewujudkan

-pelayanan kepada masyarakat untuk tercapamya tu_]uan tata
- kelola Pemerintahan desa yang baik. '

(3) 'APBDesa mempunyai fungsi:

" a. otorisasi;

b. pereﬁcanaan;."
.pengawasan, '
. 'aloka31 |
distribusi; dan
-étabﬂisasi.

-0 a0

.(.4) APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggung]awaban

pelaksanaan APBDesa set.lap tahun dltetapkan dengan Peraturan '
Desa - ) Ny _ :

(5)_ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDésa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 {tiga puluh)

- hari. setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran.

Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Kapuas Hulu

d1tetapkan i :

(6) Peraturan Desa tentang Pertmggungawaban Pelaksanaan _

APBDesa sebagalmana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling
lambat 2 (d_ua] bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

4



IK-

(1)

Pasal 15

Fungs1 otonsas1 sebaga;mana dlmaksud da.lam Pasal 14 ayat. (3)

“huruf a berarti bahwa anggaran desa men_]adl 'dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanJa pada tahun yang
bersangkutan,

-Fungsi pe're'n.canaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(3) huruf b berarti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi

~ manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
- bersangkutan

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(3) huruf ¢ berarti hahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk

- .menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

@

.Furigsi alokasi selagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat' (3)

~ huruf d. berartl bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk

.menc1ptakan lapangan kex]a/mengurangl pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan
efektivitas perekonomian.

Pasal 16

Penerimaan Desa terdiri dari pendapatan desa dan penerimaan
pembiayaan desa.

Pendapatan Desa seba'gairhana dimaksud pada ayat (1)
- merupakan perkiraan yang terukur secara rasmnal ‘yang dapat

 dicapai untuk setlap sumber pendapatan

)

o

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

-adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada
‘tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya.

- Pasal 17

Pengeluaran Desa terdiri dari: |

a. belanja desa; dan

" b. pengeluaran pembiayaan desa.

e



(2 ) Belanja Desa sebagmmaa dimaksud - pada ayat (1) Huruf &

' merupakan perkiraan beban pengeluaran desa yang dialokasikan

secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh

. kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam
pemberian pelayanan umum. '

' (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun

- -anggaran berlkutnya

Pasal 18

L Dalam menyusun APBDesa, penganggaran pengeluaran sebagalmana._ =

- dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus didukung dengan adanya
kepas’aan terjadinya penerimaan dalam jumlah yang cukup. '

Pasal 19
(i) Pendapatan belahja dan pembiayaan desa yang | dianggarkan

-dalam APBDesa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang~undangan

{2} Seluruh pendapatan Desa, belanja desa, dan pembiayaan Desa
dianggarkan secara bruto dalam APBDesa. ' '

Bagian Kedua
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 20 |

- (1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan terdm atas
' a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan De’saﬂ sebagaimana dimaksud pada ayafc (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis belanja.

e 1



- '-(41

(1)

Pemblayaan sebagalmana dimaksud pada - ayat (1) .h'uruf c
dﬂdasﬂikasxkan menurut kelompok dan jenis pemblayaan

_ Pafagra.f 1
 Pendapatan Desa
Pasal 2 1

Pendapatan Desa sebagaJmana dlmaksud dalam Pasal 20 ayat (1]

- huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalul Rekening Kas
Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

(2)

yang tidak perlu dlbayar kembali oleh desa

Pendapatan Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdiri

- atas kelornpok _ . -
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa),
~ b. Pendapatan Transfer; dan

“

c. Pendapatan lain-lain.

Kelompok Pendapafan Asli'_ Desa- sebagaimana _dimakSud pada’

ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. hasil usaha desa; - |
b. hasil aset; dan

c.. Iai_n-l_ain pendapatan Asli Desa. e

Hasﬂ usaha desa sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) huruf a

. antara lain:

a. hasil usaha Usaha M111k Desa

b, ‘hasil tanah kas Desa; dan -

*"* o a0 oop

(6)

c. hasil tanah bengkok.

Hasil a'sét.sebagaimana dimaksud 'pada ayat..(S):':l-lumf b antara

lein: - - | L
 hasil pasar Desa; | |
; hasil pas_ér hewan desa;

hasil Vbangunén desa;

objek rekreasi desé; :
“hasil pemandian umum desa; dan

lain-lain hasil kekayaan mﬂik deSa '

Laun-la.m pendapatan asll desa sebagajmana dimaksud pada ayat
(3) huruf c antara lam L _. - o
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o op e TP

hasﬂ pungutan :
"_'.hasﬂ pen_]ualan aset yang tidak dxplsahkan ' )
'pendapatan jasa giro; '
pendapatan bunga, _

penerimaan atas tuntutan ganti keruglan desa; B

penerimaan komisi; potongan ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh desa.

g pendapatan denda - atas  keterlambatan ' pelaksanaan

pekerjaan;

~ h. pendapatan dari pengemballan,

i, - pendapatan dan fasilitas sosial dan fasﬂltas umum dan

| j- pendapatan dari angsuran /cicilan angsu_ran.

ny

Pungutan Desa sebagaumana dlmaksud pada ayat [6) huruf a
diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 22

" Kelornpok transfer ‘sebagaimana dunaksud dalam Pasal 21 ayat
' (2) huruf b, terdiri atas

a. Dana Desa; :
. ._Baglan dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b
- c¢. Alokasi Dana Desa (ADD);
d

Bantian Keu angan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja .
Daerah Provm31 dan

e. Banfuan Keuangan ‘dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten.

Kelompok pendapatan lam-lam sebagalmana dnnaksud dalam

: _'Pasal 21 ayat (2) huruf ¢, terdiri atas

“a. hibah dan sumbangan dari plhak ket1ga1 yang tldak menglkat

- b. hasil kexjasama dengan plhak ketiga; dan

B - ¢. lain-lain pendapatan. Desa yang sah.

Pasal 2‘3

Hlbah dan sumbangan dari plhak ketiga yang tldal\k mengikat

o _*sebagalmana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a adalah
L pembenan berupa uang dari plhak ketiga.

I



Hasil kerjasama dengan pihak keﬁgé. sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b adalah keuntungan berupa uang

* atas hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

o (3)

Lain- lain' pendapatan Desa yang sah Sebagairﬁavlna' diniaksUd _
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf ¢, antara lain bantuan perusahaan .
yang berlokasi di desa. :

Paragraf 2
Belanja Desa

Pasal 24

Belan_]a Desa yang dltetapkan dalam APBDesa dlgunakan dengan
~ ketentuan: - .

Y

paling sedikt 70% (tu_;uh puluh perseratus) dari Jumlah anggaran
belanja ©~ Desa  digunakan  untuk mendanai bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan

" Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan

masyarakat desa, dan belanja tidak terduga dan

pahng banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari Jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk:

1. penghasﬂan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa;

2. operasional Pemeriﬁtah Desa;

3. tunjangan dan operasional BPD;

4. insentif RT/RW.

(1)

(2)

Pasal 25
Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi
semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan |
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa .'sebagaimana dimaksud padaf ayat (1)
dipergunakan dalam rangka‘ -mendanai penyelenggaraan
kewenangan Desa. ' - g



(1)

} Jenls belanja:

R Sl O A

Pasal 26

Kla31ﬁkas1 belanJa Desa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 20
‘ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok: :

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa; _

Bidaﬁg Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Deéa;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

Bidang Belanja Tak Terduga.

-Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlbagl

dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa sebagalmana‘

" dituangkan dalam RKPDesa.

Keglatan sebagaunana du’naksud pada ayat (2} dapat terdiri atas

‘a. Pegawai;

b.' Barang dan Jasa; dan

S Modal.

Pasal 27

Jenis belanja Pegawai 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan

tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta

. tunjangan BPD,

‘Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud padé ayat (1)

dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, kegiatan Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

)

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pelaksanaannya dibayar setiap bulan. |

Pasal 28

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
‘ayat (3) huruf b digunakan untuk  pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari

- 12 (dua belas) bulan.
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(1)

(2)

{2)

W o B B TR

Belan_la Barang dan Jasa sebagannana dlmaksud pada ayat (1)
antara lain:

a. alat tull_s kantor; . -
benda pos;
bahan /material;

.pemehharan perlengkapan, peralatan kantor dan kendaraan
- dinas;

poo

cetak / penggandaan;
sewa gedung;

sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

o - S

makanan dan minuman; L

o
.

pakaian dinas dan atributnya;
perjalanan dinas;
upah kerja;
“honorarium narasumber/ahli;
. operasional Pemerintah Desa;
operasional BPD;
iﬁsentif Rukun Tetangga / RukunWarga; dan

pemberian barang pada kelompok masyarakat.

Pasal 29

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)
huruf  c,digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian /pengadaan barang/_lasa atau bangunan yang nilai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian/Pengadaan barang/jasa atau banguhan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk  kegiatan

penyelenggaraan kewenangan desa.

 Pasal 30 B

‘Dalarri"' keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa,

Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedla
anggarannya.

Keadaan darurat dan/ atau keadaan luar biasa éebaga.imana

-dimaksud pada_ ayat (1) merupakan keadaan yang s@famya tidak
‘biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. =

o



@

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1] antara

~ lain dikarenakan bencana alam bencana sos1al kerusakan

€}

"j -

)

sarana dan prasarana. o S

Keadaan luar biasa sebagmmana d1maksud pada ayat (1) karena
keadaan luar biasa / wabah

Keadaan darurat dan/atau keadaan lnar biasa - sebagmmana
“dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dltetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

.Keglata'n dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga yang

)

penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Paragraf3-
Pembiayaan Desa

Pasal 31

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

~ huruf ¢ meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan rnaupun pada tahun—tahun

" anggaran benkutnya

2)
" atas kelompok: -

Pemblayaan Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdiri

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

" b. Pengeluarah Pembiémyaan’ i

@

'c. hasﬂ penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. !

Penerimaan Pemblayaan sebagalmana dlmaksud pada: ayat (2)

“huruf a, mencakup

-a. SILPA tahun sebelumnya, .

b pencalran Dana Cadangan; dan
i
SILPA sebagalmana dimaksud pada ayat (3) hurufa antara lain :

a. pelampuan penerimaan pendapatan terhadap belan_]a, :
b. penghematan belan_]a, dan

- C.- sisa dana keglatan lanjutan. _



""'-""_'__:(5) SILPA sebagmmana dimaksud pada ayat (4) merupakan*

_ -penemnaan pemb1ayaan yang digunakan untuk:

| a menutupl defisit anggaran apabila reahsa51 pendapatan leblh '

o _' ‘¢, mendanai kewajlban lainnya yang sampal dengan akh1r tahun“i o
e _anggaran belum dlselesalkan

o ® ..
~ “huruf b dlgunakan untuk menganggarkan pencairan dana @
cadangan' dari rekemng desa cadangan ke Rekening Kas Desa =

W

: kecﬂ dari pada rea11sa81 belanja; .

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, |

Péncaitan dana cadangan sebagaimaha dimaksud padai "ayat (3:')'

dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil 'penjuaién kekayaan desa yang dipisahkan Eebagaimana'

. dimaksud pada ayat {3) huruf c¢ digunakan = untuk

@

@3

(4)

- ~d. " sumber Dana Cadangan, dan

e tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

a. penetapan tx.uuan pembentukan Dana Cadangan, .

mlenga_nggark_an hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. -

Pasal 32

Pengeluaran Pemb1ayaan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 31 -

“ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. Pembentukan Dana Cadangan dan

b Penyertaan Modal Desa

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a untuk mendanai

kegiatan - yang penyediaan  dananya tidak dapat
sekah'gus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. ,

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dlmaksud pada ayat

2 dltetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)_ paling
sedikit memuat: .

....b. program’ dan ; kegIatan yang akan d1b1aya1 darl Dana:'-_

i Cadangan;

. c. besaran dan nnc1an tahunan Dana Cadangan yang haruS:- A

o dlanggarkan



(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaunana dlmaksud pada ayat _' .

B (2) dat bersumber dan penyls1han atas penerlmaan Desa, kecuali o

. dari. penenmaan yang. penggunaannya telah: dltentukan secara ;

o 'khusus berdasarka_n peraturan perundang—undangan

(6) Pembentukan dana cadangan sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1) huruf a dltempatkan pada rekenmg tersendm

(7) Penganggaran dana Cadangan dﬂarang meleb1h1 tahun akhu =

masa jabatan. Kepala Desa

'BABV

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN '

 DAN BELANJA DESA B
Pasal 33 g [

(1) RKPDesa merupakan penjabaran dan RPJMDesa untuk Jangka R
. ~waktu 1. (satu] tahun. e

N ':::j:- (2] RKPDesa sebagalma_na d1maksud pada ayat (1) memuat rencana.

penyeleggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan o
pemblnaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat '

Desa. ., -

- (3} RKPDesa sebagmmana chrnaksud pada ayat (2) palmg sechklt =
' ber151 uraian: - - ‘ '

a.

b.

._evaluas1 pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya B _ _
:pnorltas program, keglata_n dan anggaran Desa yang d1k6101a? E
.:oleh Desa, _ L -~ ' O : _
. _;"prlontas prograrn kegzatan dan anggar an Desa yang dlkel‘}la g
| _melalm kerja sama antar Desa dan p1hak ketlga 53 )

. rencana program keglatan dan anggaran Desa yang dlkelola_ )
- oleh Desa sebaga1 kewenangan penugasan dari Pemermtah L
Pemermtah ‘daerah - pI‘OVlIlSl dan .- pemenn_tah: daer ah
___ﬁkabupaten dan - ' | o
f"pelaksana keglatan Desa yang terdln atas unsur Perangkat _.

'Desa dan / atau Lembaga Kemasyarakatan Desa '

‘L..
-
|

1

(4) RKPDesa sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) disusun oleh

- Pemerintah  Desa . sesuai dengan informasi - dari | Pemerintah . -

Daerah Kabupaten berkaltan dengan _pagu 1nd1kat1f Desa dan
rencana keglatan ' Pemermtah Pemermtah’ Provmsn ~'dan
Pemermtah Kabupaten I - vl

T f’ =



(5)

(6)

(7)

(1)

RK.PDesa mul_aj.disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli
tahun berjalan. '

RKPDesa dltetapkan dengan Peraturan Desa pallng lambat akhir

bulan September tahun bexjalan

RKPDesa menjadi dasar penyusunan APBDe_sa.

Pasal 34

Sekretaris Desa menyuéuri 'Ranc'angan Peraturan Desa tentang

APBDesa berdasarkan RKPDeSa tahun'berkenaan.

SRR

Sekretans Desa menyampalkan rancangan Peraturan Desa

' tentang APBDesa kepada Kepala Desa

@)

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagalmana '
dimaksud pada ayat (2) dlsampalkan oleh Kepala Desa kepada

BPD untuk dlbahas dan dlsepakatl bersama

@

Paling lambat 7 (tujuh) hari. kalender BPD memberikan
kesepakatan sejak d1ter1manya Rancangan Peraturan Desa

o tentang APBDesa.

(5)

(6)

G

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pahng lambat akhir bulan
Oktober tahun berjalan '

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) belum tercapai kesepakatan bersama, Camat

memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.

Daiam hal fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6} |

: ma31h tetap tidak tercapai kesepakatan bersama, maka Camat

langsung mengevaluasi Rancangan Peraturan Dc:sa tentang

~ APBDesa.

(1)

BAB VI _
PENE’I‘APAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- Pasa.l 35

Rancangan Peraturan . Desa tentang APBDesa yang ‘telah
dlsepakatl bersama BPD sebelum dltetapkan oleh Kepala Desa

T'

21



~ paling 1ama 3 (tlga) har1 ktea d1sampalkan terleblh dahulu

@

(3

. ’

- (5)

(8)

kepada Camat untuk dievaluasi.

Penyampman rancangan sebagaumana dimaksud pada ayat (1)

- beserta lampirannya disertai dengan:

a. 1'-Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun bexjalan

b. Keputusan BPD tentang kesepakatan . atas Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa;

c. nsalah / notulen rapat jalannya pembahasan terhadap
~ Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dan '

d. daftar hadir rapat.

Evaluasi sebagaimana dimaksud padé ayat (1) dilaksanakan
untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan
Pemerintah Kabupaten, keserasian antara kepentingan publik

- dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana -

APBDesa tidak bertentangan dengan Kkepentingan umum,

- peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa lainnya
yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan.

-Dalam rangka efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengundang pejabat
Pemerintah Desa yang terkait.

-Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1;] dituangkan

dalam Surat Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa '
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi. atas Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa sudah sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat {3), Kepala Desa
menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat' (6)

diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.

-Dalam hal Camat menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa Dbertentangan dengan

. kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa
bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tu_]uh)

. hari kerja terhitung sejak dltenmanya hasil evaluasi.

"t



L dllakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan-

Dalam hal hasﬂ evalua31 t]dak dltmdaklanjutl oleh Kepala Desa :

o dan BPD Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan

;Desa ‘tentang- APBDesa .menjadi. Peraturan Desa, Bupati

a membatalkan Peraturan Desa dlmaksud sekahgus menyatakan

R saran dan pernmbangan Camat

= :_(1)
'.__dlmaksud dalam ‘Pasal -35 ayat (9) - Kepala Desa harus.

berlakunya pagu- . APBDesa tahun sebelumnya berdasarkan .

b
‘ .

-(10) Pembatalan Peraturan Desa serta pernyataan berlakunya pagu

'APBDesa tahun sebelumnya sebagalmana dimaksud pada ayat
(8) dltetapkan dengan Keputusan Bupatl |

'ijasa136'.' | R |

Pahng lama 7 (tujuh) han kelja setelah pembatalan sebagajma.na

i _.'_fmemperhatlkan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya

e _BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dlmaksud

;Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1]‘

SR :Desa tentang APBDesa.

o (3)

Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9] dltetapkan‘

B f-dengan Peraturan Kepala Desa

@

Peraturan Kepala Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (3}

_ dlundangkan dalam Berita Desa

Pasal 37

Dalam hal hasﬂ evaluam sebagasmana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (5) melampam batas waktu dlmaksud Kepala Desa

- menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

' *..a_-’-_ rlngkasan APBDesa S |

-C "daftar Dana Cadangan Desa (apabila) ada; dan _
- d. _daf_tar penyertaan modal Desa (apabila ada). |

menjadi' Peraturan Desa

|
L

'Peraturan Desa tentang 'APBDesa sebagalmana dImaksud pada

ayat {1) dilengkapi dengan kamplran yang terdm dari :,

' b, rincian = APBDesa ' menurut kode r.ék'ening' pendépatan,

: beian_}a dan pemblayaan desa . . |

23



Pasal 38 R

|
(1) Pényeﬁlpurnaan hasil evaluasi sebagaimana -dimak'sud dalam
Pasal 35 ayat {6) dilakukan Kepa.la Desa bersama BPD.

'_(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1)
dltetapkan oleh lepman BPD.

- {3) 'Ke'putusan_ Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.

'_(4] 'K'éputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
bersifat final. ‘

(5) Keputu's.an' Pimpinan' BPD sebeigaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 39

Penyempurnaan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa
yang tidak disepakati BPD sebagaimana dunaksud dalam Pasal 34
ayat {7) dilakukan oleh Kepala Desa. - -

Pasal 40

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan pallng lambat tanggal
31 Desember tahun berjalan

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA -

Pasal 41

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dﬂakukan
apabila terjadi:

" a. keadaan yang menyebabkan harus dllakukan pergeseran
. antar jenis belanja; -

- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhltungan anggaran

SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun .

~ 'berjalan,; ! .

c. terjadi penambahan dan/atau pen’gurangan dalam -

- pendapatan Desa pada tahun berjalan; ?

“p



(2)

d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemermtah Pemenntah"- ;
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ; dan /atau _
€. keadaan darurat dan/ atau keadaan luar biasa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dllakukan 1 (satu] kali dalam 1

~ (satu) tahun anggaran.

@3

.._(.'4)

(1]

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan .
APBDesa,  yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih
perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan. '

Tata cara pengéjuan Perubahan APBDesa_.' .

Pa_sal 42

Keadaan 'f damréit dan/atau keadaan luar biasa is'eb.e{gaimanQa
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e paling kurang'
memenuhi krlterla sebagai berikut: :

a. _bukan merupakan bagian normal darl aktivitas Pemermtah_-

(2)

®

E belanja tidak terduga

(4)

) (5)

‘dilakukan dengan cara:

‘Desa dan tidak dapat d1pred1k31kan sebelumnya;
b. - tidak diharapkan terjad1 secara berulang;
c. 'berada diluar kendali dan pengaruh Pemermtah Desa, dan

d. memiliki dampak yang mgmﬁkan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Dalam keadaan -_d_arurat, ‘Pemerintah Desa "dapat’ melalukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBDesa. | - :

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggérannya_
sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1) dapat- Iﬁenggunakan-

Dalam hal belanja tidak terduga tldak mencukup1 dapat

a. menggunakan dana dar1 hasil penJadwalan ulang keglatan S

~dalam tahun anggaran ber]alan dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam

. keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terle‘mh_

dahulu dltetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

s f



BAB VI
, PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
- | DAN BELANJA DESA

- Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 43

(1] Semua penenmaan dan pengeluaran desa dalam rangka
. pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalul Rekening
Kas Desa,

- (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada
bank milik Pemerintah.

(3) Penunjukan bank milik p_emerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan
diberitahukan kepada BPD.

(4) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh
Kepala Desa dan Bendahara Desa. '

 (9) Semua . penerimaan . dan pengeluaran desa sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah

(6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai
penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(7) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunal paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). o

Pasal 44

(1) Pengeluaran desa udak dapat dilakukan sebelum d1tetapkannya
Peraturan Desa tentang APBDesa, |

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk untuk operasional perkantoran yang dltetapkan dalam

Peraturar Kepala Desa i

. r



3)

(1)

Pengeluaran desa untuk operasional perkahtoranisebagaimaha
dimaksud pada ayat (2} adalah belanja barang dan jasa pada
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebatas belanja
barang dan jasa habis pakai.. '

Pasal 45

Pelaksana kegiatén dan/atau TPK dalam méngéjukan pendanaan
untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen
berupa Rencana Anggaran Biaya. o :

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d1ver1f1ka31 oleh koordmator PTPKD dan dlsahkan oleh Kepala

T Desa

(3)

Pelaksana Keglatan dan/atau TPK bertanggung]awab terhadap
tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu

- kegiatan sebaga.l pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di -

(1)

Desa.
Format lampiran buku kas pembantu kegiatan .%sebagéimana .

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimakéud
dalam Pasal 47 ayat (1) TPK/pelaksana kegiatan . mengajukan

- Surat Permmtaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa

a.

_ Pengajuan_.Surat_ Permintaan Pembayaran  (SPP) Sebagaimana'

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati
tentang Tata cata Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 47

_Pengajuax_i Suraf ' Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana
dimakSud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: -~ * . ' E

Surat'Permihtaan Pembayaran (SPP);

27



b ‘Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
c. bukti transaksi.

Pasal 48

(1] Dalam rangka penga_luan permintaan pembayaran ‘sebagmmana
dimaksud dalam Pasal 49, Koordinator PI‘PKD berkewajlban
melakukan verifikasi untuk: : :

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang dia_]ukan
"~ oleh pelaksana Kegiatan; :

b mengu_ll kebenaran perh1tunga.n taglha.n atas beha.n APBDesa
yang tercantum dalam pemintaan pembayaran; :

c. 'mengu_]l ketersedlaan dana untuk keglatan dlmaksud dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pqlak_sana
 kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang
dltetapkan . :

- {2) _Berdasarkan SPP yang telah dlvenﬁka31 Koordmator P’I‘PKD
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui
permintaan pembayaran dengan menerbitkan. Surat Perintah
Membayar (SPM),_ selanjutnya ‘Bendahara Desa! melakukan
pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran dalam
Buku Admmlstra81 Keuangan Desa. -

Pasal 49
: _'Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasﬂan (PPh) dan pajak
lainnya, serta mehyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekemng

"Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. : :

Pasal 50

'”Pengadaan Barang/ Jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupatl
- tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
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Pasal 51

Bantuan' keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atafu Kabupaten
. kepada Desa peruntukannya berpedoman pada ketentuan dari
pemben bantuan

| )
@

 Bagian Kedua
Penatausahaan

. Paragraf 1
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 52
Penatusahaan penerimaan desa dilakukan oleh Bendahara Desa.

Bendahara ‘Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetotan atas penerimaan

~ yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku

3

(4)

(5)

SNC)

- a. Surat Tanda Setoran (STS); . .

setiap akhir bulan. secara tertib.

Bendahara Desa dalam melaksanakan pénatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:

|
b. Surat Tanda Bukti Penerimaan; dan ‘

c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Setiap penerimaan desa wajib disetorkan ke Rekelng Kas Desa

- paling larnbat 10 (sepuluh) hari.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang
penerimaan melalui laporan pertanggungjawaban melalui Buku
Kas Pembantu Penerimaan Desa. ‘

Bendahara Desa wajib ~mempertanggungjawabkan uang
penerimaan melalui laporan pertanggungjawaban melalm Buku

- Kas Pembantu Penerimaan Desa.



Paragraf 2 -~ S
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 53

- {1} Penatausahaan pengeluaran desa dﬂakukan oleh Bendahara
Desa.

(2 Bendahajra Desa wajib menyelenggarakan pénatausahaan'
terhadap seluruh penerimaan, ‘penyimpanan, pembayaran,
penatausahaan yang menjadi K tanggung Jawabnya _serta
melakukan tutup buku setlap akhlr bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa ‘dalam .- melaksanakan -penatausahaan .
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:

a.

b

g.

Buku Kas Umum Desa; -

Buku Kas Pembantu Pengeluaran Desa,

- Buku Kas Pembantu Pajak; ]

Bukl_i Pembantu Bank;

Buku Kas P,emba.nt_u Pengeluaran Alokasi Dana Desa;

Buku Kas Pembantu Pengeluarah Bagian Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah; dan

Buku Kas Pembantu Pengeluaran Dana Desa.

(4) Laporan pertanggung]awaban penatausahaan éebagajmaha
dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala
Desa dam pallng lambat tanggal 10 bulan benkutnya

(5) Setiap pengeluaran atas beban APBDesa dlSCI‘tal dengan bukti
yang lengkap dan sah. :

~ Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 54

(1) Kepala D_ésa wajib menyampéikan Laporan Rea_lisasi Pelaksanaan
APBDesa kepda Bupati melalui Camat berupa :

a.
b.

C.

Laporan Semester Pertama 3 dan
Laporan Semester Kedua.

Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa set1ap Tahapan.
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(31

Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud Jpada ayat (1)
huruf a berupa Laporan -Realisasi Pelaksanaan APBDesa
dlsampalkan pahng lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Laporan Semester Kedua sebagaJmana dimaksud pada ayat (1)

- huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari

@

(1)

e

@

tahun benkutnya

Laporan Kons_olidasi Penggunaan Dana Desa setiap Tahapan.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

‘Pasal 55

Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati melalui Camat. ' '

‘Lap'oran Pertanggunawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan. ‘ ' |

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) @ ditetapkan dengan
Peraturan Desa. : :

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dlmaksud pada ayat (3)
dllampln :

a. Laporan pertanggung]awaban Reahsam Pelaksanaan APBDesa
tahun anggaran berkenaan;

b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun -
_Anggaran berkenaan; dan

c. Laporan Program Pememntah dan Pemenntah Kabupaten‘

yang masuk ke desa.

Pasal 56

. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanan APBDesa

-+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan bagian

- tidak terp1sahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerlntahan Desa
. kepada Bupau melalui Camat. ' ‘
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Pasal 57 |

(1) _Lépdra_n_ Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara -
tertulis dan dengan medla informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat ‘

: (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada -ayét (1} adalah

papan pengumuman desa dan/atau media informasi lainnya.

- Pasal 58

(1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(2} Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Januari berikutnya. 1

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

‘Pasal 59

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi
 pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. |

Pasal 60

_Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam

pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desasebagaimana dimaksud

_dalam Pasal 59 meliputi pemberian pedoman, b1mb1ngan supervisi,
konsultas1, pendldlkan dan pelatlhan

" | '



Pasal 61

' Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan Pe.hgelol_aar'i

Keuangan Desa yang meliputi:

- a.

memberikan pedoman dan blmbmgan pelaksanaan Pengelolaan

. Keuangan Desa;

b,

e
(2)

e

membenkan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan keuangan
desa yang mencakup perencanaan penyusunan pelaksanaan dan

' pertanggung]awaban APBDesa;

. membina dan- mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa dan

pendayagunaan aset desa; dan

memberikan - blmblngan pelaksanaan admlmstram keuangan_
desa.

Pasal 62 -

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud

" dalam Pasal 61, dilakukan dengan membentuk Tim Asistensi

Pengelolaan Keuangan Desa Tlngkat Kecamatan yang dibentuk
oleh Camat :

Tim Asistensi Pengelblaan Ke'uangén Desa Tingkéﬁ: Kecamatan

sebagaimana ‘dimaksud pada ayat {1 melaksanakan asistensi

tiap 3 (t1ga) bulan sekali.

Susunan Tim As1stens1 Pengelolaéh Keuanga’n"-Desa. ’l‘ing.kat”'
Kecamatan sebagmmana dimaksud pada ayat (2) mehputl

- a. - Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua merangkap anggota

@

b.. Kepala Seksi Pemerintahan atau sebutan laln sebagai

. Sekretaris merangkap anggota; -

c. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan atau sebutan lain
,_ sebagal anggota; L

d. Kepa.la Seksi Kese_]ahteraan Rakyat sebagai anggota dan
Kepala Subbaglan Program dan Umum sebaga1 anggota

Tugas Tim - A51stens1 Pengelolaan Keuangan Desa ngkat _
Kecamatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) mehput_l '

a. membina dan mengawasi administrasi keuangan desa;

b, mem_ﬁina dan mehgawaSi Pengelolaén Kéuan_gan Desa;

| - ¢. membina dan mengawasi pendayagunaan aset desa;



d membma dan mengawasi pelaksanaan Dana' Desa ADD _- . :j:
. Bagian ‘dari Hasil Pajak dan Retr1bus1 Daerah dan bantuan" o

' dari pemermtah atasan, dan

e membma dan mengawasi penyelenggaraan keuangan ‘desa L

- yang: mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa,

. pelaksanaan,_ penatausahaan dan -p_ert_anggunlawabanf_- R

- APBDesa B

(5) Pelaksanaan tugas “Tim As1sten51 Pengelolaan Keuangan Desa e
- Tingkat. Kecamatan sebagwmana dlmaksud pada ayat 4 ) adalah
_&'sebaga.l benkut T : "
i-_,;:a."__Sekretans Kecamatan | sebaga.t Ketua yang_ ' bert_ug’as"_ -
_ L _mengkoordmamkan tugas tugas anggota, . STEN
ST -‘BIda_ng _Penyelenggarakan Pemenntahan Desa :',"’dan' -
8 pendayagunaan = aset desa oleh =Kepala_ | _Seks__i_ _Ta'ta'
e Pemermtahan, ._ j _ Fa .
“le, :_ Bldang Pelaksanaan Pernbangunan Desa oleh Kepala Seks1 '
: oo Ekononn Pembangunan PR : ' o
o d B1dang Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Kepala Seksr
f'KeseJahteraan Rakyat; S : o

: eB1dang Pembinaan Kemasyarakatan Desa oleh Kepala Seksf_'_'_-__'_. SRR

ST '_:::3Keter1traman dan Ketertiban; dan RRRS
= f Bldang Belan_]a Tak Terduga oleh Kepala Subbaglan Program

Pasal 63: K

:':Dala.m hal terdapat pengaturan mengenaz Pengelolaan Keuangan
Desa darl peraturan ‘ perundang-undangan yang lebih tinggi yang

£ - ‘berbeda dari Peraturan Bupati ini, dﬂakukan penyesuauan terhadap e

o '_Peraturan Bupatl ni sebagalmana rnestmya

Pasalod

N Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa RAB Surat.--. o

Permintaan Pembayaran ~(SPP), Buku Pembantu Kegiatan,
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Buku Kas Umum (BKU) Buku

- Kas Pembantu Pajak Buku  Bank - Desa, Laporan Realisasi
. Pelaksanaan - ‘APBDesa Semester Pertama, Laporan Realisasi =
e Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir, Laporan Kekayaan Milik Desa

'-:_:Sampal : dengan 31 Desember dan - Keputusan BPD tentang"_:
o __:_-'Persetujuan BPD mengenm APB Desa, tercantum dalam Lamplran'f
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Menetapkan -~ . : RANCANGAN PERATURAN DESA ... TENTANG =
| | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN . N |

Pasal 1

'Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran deh'gan',_' |
rincian sebagai berikut: | | )
1. Pendapatan Desa : ‘ Rp.

- 2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintah Desa | : RP.oviorea e
b. Bidang Pembangunan | RDvveeevesreeeivereereeaens
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp........... eeeeiieeeaeiaane
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp............. ' S e
e. Bidang Tak Terduga Rp.ooorriorierneninninenennae:
Jumlah Belanja : ) 153'e TUUUUU ISR e
Surplus/Defisit RP.rveneereeereieeeesrernsnnens

3. Pembiayaan Desa | '
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. e
b. Pengeluaran Pembiayaan |34 o N NP P N
Selisih Pembiayaan (a—-Db) 33 o P
Pasal 2

- Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan
- Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa rnenetapkan Peraturan Kepala Desa da'n/'atau Kep'utusan
- Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. '



Pasal )

' Peraturan Desa ini mu_iai berlaku pada tanggal diundan'gka'n. |
~ Agar setiap - orang mengetahui, memerintahkan & pengundangan |
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .... {nama desa).

Ditetapkan di ....
pada tanggal ....
KEPALA DESA

ttd

--------------------------------------



:j.-.'_-yang merupakan baglan yang tldak temlsalﬂfan daﬂ Pe"at“ran .

e BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

o _T:_Peraturan Bupatt ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

. '-_Agar setiap - ‘orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan

o Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah |

& o _-Kabupaten Kapuas Hulu

s S pada tanggai 30 Desember 20'16

“*1anN0M0R,s?ﬂ

Dltetapkan d1 Putu331bau 0
- - pada.tg ggal 30 Desember 2016 '
| /@' P aX\ /
A LU

' Diundangkan di Putussibau

o ;-BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

‘i linan u‘.“:.!'r‘! fisrgan aCIzn"a

;Lzs ‘Ulll :




T 'LAMPIRAN

" TENTANG

.. PEMDES

L -KEUANGAN DESA

. LAMBANG

fr""KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU - .
~ NOMOR 79 TAHUN2016 e |

i A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

. PEMERINTAH DESA .......... oo o
KECAMATAN .............. e
KABUPATEN ..o,

S | .Méngingat

Menimbang .

RANCANGAN PERATURAN DESA ... |
NOMOR . TAHUN ... |
' TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan
L Bupatl Kabupaten Kapuas Hulu Nomor .. Tahun

" ... tentang .., Kepala Desa | menetapkan_
. raricangan Peraturan:-Desa tentang Anggaran'
Pendapatan dan Belanja Desa. (APBDesa), o '

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang
-Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {APBDesa)
- sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah
- dibahas dan  disepakati beréama . Badan
: Permusyawaratan Desa; ‘ :

_c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebageumana,
- dimaksud dalam huruf -a dan huruf b perlu
- menetapkan Peraturan Desa .... tentang Anggaran_. )
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

. Undang—Undang Nomor 27 Tahun - 1959 tentang.

—

In_donesxa Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-:

~ Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia A
~Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran - °°

_ Negara Republik Indonesia Nomor 1820); -

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . -
(Lembaran Negara Republik Indones’;ila_Tahu_n 2014 .

. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 . _: o
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat o
"di Kalimantan- (Lembaran Negara ‘Republik -~~~



S Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Repubhk"
o Indone31a Nomor 5495)

o '_'j:"=3_.:'_Unda.ng—Undang Nomor .23 Tahun 2014 tentang-'

. Pemerintahan Daerah- (Lembaran Negara Republik
- -Indonesia Tahun 2014 - Nomoir 244, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia’ Nomor 5587)

- . sebagaimana telah diubah ‘beberapa kali. terakhir.
+  dengan Undang-Undang. Nomor 9 Tahun 2015
" tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang

~ Nomor .23 "Tahun ~ 2014 'tentang Pemerintahan

" Daerah ' (Lembaran ‘Negara - Repubhk Indonesia L

__Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran |
 Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .. - '

. - .f.::.4_'..:Peraturan ‘Pemerintah  Nomor 43, Tahl.m. 2014._:'

~ ‘tentang: Peraturan Pelaksanaan Undang—Unda.ng o
7+ Nomor 6 Tahun 2014 ‘tentang Desa (Lembaran.
-+ . Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158,

' . Tambahan: Lembaran - Negara Republik Indonesia

‘Nomor 5539) ‘sebagaimana telah diubah dengan -
. Peraturan = Pemerintah Nomor 47 - Tahun '2015
. tentang : Perubahan -‘atas' Peraturan Pemerintah =~ -

- Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

~ 'Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

"~ Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua P

- Nomor 5717); 2 : : .

o :'5._ Peraturan Menterl lalam Negen Nomor 113 Tahun.' :
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keua.ngan
Desa;

_ 6 .Peratufan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor

g Tahun 2009 tentang Pembentukan  Desa ‘dan

L Dusun di Kabupaten Kapuas: Hulu sebagaimana o
*.sudah d1ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten "

. Kapuas  Hulu Nomor. 7 Tahun 2010  tentang
 -Perubahan Atas: Peraturan Daerah Kabupaten

- “Kapuas- Hulu Nomor 4 ‘“Tahun 2009 téntang"

i ff'. . Pembentukan - ‘Desa dan Dusun di Kabupaten . 3
"'._-jKapuasHulu, R TR L ‘- -

B 7. Peraturan Bupati- Kapuas Hulu Nomor Tahun .
L tentang Keuangan Desa; .

| Dengan Kesepakatan Bersama | } o
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan

KEPALADESA ...

 MEMUTUSKAN: -



LAMPIRAN ~ S &

PERATURAN DESA ..

* NOMOR 75 TAHUN 2016

- TENTANG

- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

A FORMA’I‘ APB DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA .... =
TAHUN ANGGARAN ...

KODE URAIAN ANGGARAN

KETERANGAN

_REKENING { k (RUPIAH)

4 .

1 | _ Y - 3
PENDAPATAN L

1. : Pendapatan Asli Desa.

[y
Ju—y

‘Hasil Usaha

I I

1: 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong
' Royong

113 Lain-lain Pendapatan Asli Desa
b yang sah _

Pendapatan Transfer

Dana Desa

gy -

MDD DO

Bagian dari hasil pajak &retnbum
daerah kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

| 1 | Bantuan Provinsi

MNININ|IN
TN ISR S

2 { Bantuan Kabupaten / Kota

[

Pendapatan Lam lain

wiw
— .

Hibah dan Sumbangan dari plhak
ke-3 yang tidak mengikat '

312 Lain-lain Pendapatan Desa yang
1 | sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

174 Bidang Penyelenggaraan
I | | Pemerintahan Desa.

11 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1 !1{1 |Belanja Pegawai: '

- Penghasilan Tetap Kepala Desa
|. . dan Perangkat -

- Tunjangan = Kepala Desa _ dan
- Perangkat '

- Tunjangan BPD




2

..} Operasional Perkantoran

| Belanja Barang dan Jasa

AN (NS

SRl

- Alat Tulis Kantor_' L

1 - Benda POS

1 = Pakaian Dinas dfan Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- |- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

| = Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

Operasional BPD

b {bO

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

Sl o L) AP

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa
- ATK. '

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat -

ASt i,

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

NN

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

~ Honor

Belanja Modal

- Semen

Pengaspalan jalan | desa

| Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor



http://I3cU.cU.ig
http://J3.UJ.clo

| Belanja Modal:

-Aspal

‘- Pasir

- -Keg'iatan.ll..-.'._.'-.'..'....".'-.j'..;..._.;.'.j..'.'..-'.-'_ :

' B1dang Pembmaan_ﬁ.
- | Kemasyarakatan . .-

Kegiatan Pembinaan Ketentraman _
| dan Ketertiban': -~

| Belanja Barang dan Jasa:

| = Honor Pelatih

| -Konsumsi

A Bahan Pelatihan

~}'Bidang Pémbefdayaan
| Masyarakat '

1 : :Keglatan Pelatlhan ‘Kepala Desa
‘| dan Perangkat.”

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih -
| - Konsumsi

- Bahan pelatlhan :

—dst...

Bidang Tak Terduga

- .| Kegiatan Kejadian Luar Biasa

IS

Belanja Barang dan Jasa:

« Honor tim

- Konsumsi

~Obat-obatan

| JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT



http://AJCLJ.CLI.lii

2

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pemblayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan '

LW WG|

e L

(%31 ST

Hasil Kekayaan Desa Yang
dipisahkan

JUMLAH (Rupiah)

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

SITSYIN

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (Rupiah)

Disetuju_i'oleh
KEPALA DESA ...,

ttd

---------------------------------




o B FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

' RENCANA ANGGARAN BIAYA

' DESA .... KECAMATAN ... . =
5 e " TAHUN ANGGARAN ... " -
L Bidang
2 Kegiatan . . 1 et eide |
_-3 Waktu Pelaksanaan T e,
R1nc1an Pendanaan
: L ' B HARGA SATUAN | JUMLAH
NOMOR| ~~ ~URAAN | VOLUME| " \RUPIAH) | (RUPIAH)
1 R 3 : T IR 5
- [ JUMLAH Rp) N
o B T e T LT ,tanggal .......co.lovee sl
Disetujui/ meﬁgbséhkan | : L
' Kepala Desa, = - Pelaksana Kegiatan,
td o ud |

--------------------------------------------------------------------------------------

" Cara pengtszan '

L

‘b\) .

v A W

~

Bidang diisi’ dengan kode rekemng berdasarkan klasiﬁkasi k.elompbk

belanja desa.
- Kegiatan diisi dengan kode rekenmg sesuai dengan urutan kegzatan dalam

APBDesqa, .

kolom 1 diisi dengan nomor urut ' ' | ; | o .

kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegtatan

‘kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

-kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran - untuk
~“membayar orang/ barang

kolom 5 dus: dengan _fumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4, -



C FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN -
- BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

" 10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

. “11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. -

o 2_12 Kolom 10 dusz dengan Jumlah saldo kas dalam ruptah.

e f

DESA .... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN ....
~1.-Bidang I ~ : I . - -
2. Ké'glataﬁ """" ' :
- i . an{R ' ‘ T
ol ' : . Penemgan (:Rp ! Nomor Pl;f:arllag;jgar R Jumlah | g 144
| No: ‘__‘_I‘anggal '- * Uraian - Dari. Swadaya | o4 Barang Belanja Pengembalian | (Rp.)
I | : Bendahara | Masyarakat : dan Jasa Modal | ke Bendahara R
1 2 ' 3 4 S 6 7 8 9 10
' Pindahan ~Jumlah dari ' ' '
halaman sebelumnya
Jumlah '
Total Penerimaan Tota,l Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas
- Cara pengnslan . Desa ...., tanggal ....
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. , - Pelaksana Kegiatan,
- 2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang d:tetapkan dalam APBDesa S ‘ ‘
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. ttd
" 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. T T T e e
" 5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
* 6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang dzterzma bendahara.
.. 7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang dttenma dan masyarakat
8. Kolom 6 diisi dengan bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan Jems pengeluaran belanja barang dan _]asa.




" 1. Bidang
a2 Keglatan o : ERE
ool Waktu Pela.ksanaan TR

:'ff:"_D*-'FORMAT'S?RAT "PE'RMINTAAN P.EMBAYARAN o

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
' _TAHUN ANGGARAN :

P L T T T Y PP

---------------------------------

Rmcuan Pendanaan .- f‘ ot

" PAGU | ".SAMPAI | PERMINTAAN. [ JUMLAH" ooy

| vo. URAIAN _ANGGARAN | - DENGAN .| SEKARANG - | oPMPAL | pana

15 | saATINI.| .
(RUPLAH) | Yg&;ﬁq - RUPIAH) ) ruprag) | (RUPIAY

2 | 3 e [T 5 %

" Telah dilakukan verifikasi

o toow amae b

JUMLAH

- __S_ek_i‘ef?ﬁs Desa,. .. . S 'Peléksana Kegiataii,_

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Setu;m “nt‘ﬁ‘ dlba}’afkan ° Telah d1bayar lunas =
~ Kepala Desa, . . Bendahara, |

Araradsoasseesanesassrsno g0 ssTemnterunRa .

- 33-:5.‘.-Pemnjuk pengtszan. e B : :

Btdang dus: dengan kode rekenmg berdasarkan klasv_ﬁkasz keIompok belan_]a E
~desa.: . -
: Kegtatan diisi dengan kode rekemng sesuat dengan urutan kegzatan dalam B
~APBDesa. . : L R -
'Kolom 1 dengan nomor- urut

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegzatan

- Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan renca.na kegiatan.

_'Kolom 4~ dusr dengan rmcwm _;umlah anggaran yang telah dtbaydr
sebelumnya. ' :

Kolom 5 diisi dengan rincian yang dtmzntakan untuk dlbayar

-:_'Kolom 6 diisi dengan Jumlah permmtaan dana sampm saat 1m
: Kolom 7 dtsz dengan sisa anggamn :



' E. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA .... KECAMATAN ..

TAHUN ANGGARAN
1.Bidang 1 e,
2. Kegiatan @ .......coccoiiininiennienn..
S T JUMLAH
NO. PENERIMA URAIAN (RUPIAH)

1 I 2 3 )

- [JUMLAH (Rupiah) _

- — ~ ®

- Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai- terlampir,
. untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesual peraturan
~ perundang-undangan. :
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Pelaksana Kegiatan,
td o

...................................

Cara Pengzstan _

" 1. Bidang diisi dengan kode rekemng berdasarkan klaszﬁkasx kelompok
| belanja desa.
- Kegiatan. dusz dengan kode rekenmg sesuaz dengan urutan keglatan
dalam APBDesa.

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan penenma pembayaran yang ada di bukti belanja.
'Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja.

Kolom 4 diisi dengan jumlah belanja.

Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

NOnAL N



F. FORMAT PENATAUSAHAAN T B T S
1. Buku Kas Umum 0 L R L SO PO
- oo 7 BUKUKASUMUM | L R
' o AR DESA .. KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No. | Tgl. | KODE REKENING | ° ~  URAIAN =~ PEN-ERIMAAN.  PENGELUARAN | NOMOR | pENGELUARAN " RUPIAN)
- S o ' (RUPIAH (RUPIAH) KOMULATIF (RUPIAH) |
I {2 | 3 T 5 6 7 8 T o
T JUMLAT - . - Rp. Rp.
_ e , tanggal ...
Mengetahui o : , o - , L )
KEPALA DESA, - - - BENDAHARA DESA,
wd TR | ot

----------------------------------------------------------------------------------

© ' Cara Pemns:an : : :

.. Kolom 1diisi dengan nomor urut penenma kas atau pengeluaran kas

.+ Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas -

i Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas . L

- Kolom 4 diisi deéngan uraian transaksi penenmaan kas atau pengeluaran kas e :
Kolom 5 diisi dengan junilah rupiah penerimaankas . . : e e e c '

" Kolom 6 diisi dengan jumlak rupiah pengeluaran kas " S o R

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi L o T o




L Kolom 8 dusz dengan penjumlahan komulanf pengeluaran kas
" - Kolom 9 diisi dengan saldo kas o _ _

. Catatan: e - S PR

' Sebelum dltandatangam Kepala Desa Wajlb dl pemksa dan d1 paraf oleh Sekretarls Desa ’




2. Buku Kas Peni_baﬁtu Pa_;ak |

. DESA ... KECAMATAN ..
TAHUN ANGGARAN ..

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK\ -

| - PEMOTONGAN

PENYETORAN ~ SALDO

[ oNo. | TANGGAL | = URAIAN _(RUPIAH)

_{(RUPIAH) - | " (RUPIAH)
o : 5

1 ' 2 . 3 o 4

T JUMLAH

. Mengetahui -
KEPALA DESA,

--------------------------------------------

_.Cara Pengisian : -
- Kolom 1diisi dengan nomor urut penenmaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

' BENDAHARA DESA,

ttd

--------------------------------------




Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. o
Kolo_ni__S diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.



3.BukuBankDesa |
R . BUKU BANK DESA

DESA .... KECAMATAN ....
~ TAHUN ANGGARAN ... -

~ BULAN
" BANK CABANG
REK. NO.

_ EREE— SR PEMASUKAN |~ PENGELUARAN s
Ul e e AN - -URAIAN U BUKTL - et . BUNGA - | PENARIKA | PAJAK | ~ BIAYA | SALDO .
No. TRANISAKS 1 TRANSAKSI | TRANSAKSI _?gggﬁi)r BANK | N | (RUPIAH | ADMINISTRA | ' (RUPIAH) -
; ' - | -7 | _(RUPIAH) | (RUPIAH) J SI(RUPIAH) | =

| TANGGAL |-

7 2 | 3 . 4 | 5 6- 7 8 ) 10

TOTAL TRANSAKSI BULAN INL

| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
— e S ce o tanggal

Mengetahui _ T e
KEPALA DESA, LT : e R .~ BENDAHARA DESA,

----------------------------------------------------------------------



Cara Penq:swm : 3 v Lo :
Kolom 1diist dengan nomor: urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank

- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. . .
- Kolom 3. dusx dengan uraian transaks:pemasukan dan pengeluaran

o Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran,. .
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
. Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya admtmstrasn

~ Kolom 10 diisi dengan saldo Bank



G FORMA‘I‘ LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ]
1 Laporan Reahsam pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belan]a Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
E 'SEMESTER PERTAMA T

- PEMERINTAH DESA ..
"-”ﬁ._TAHUN-ANGGARAN
. KODE - URAIAN - JUMLAH . JUMLAH .. | . LEBIH/ KET. -
REKENING ’ ANGGARAN REALISASI - - KURANG
_ (RUPIAH) (RUPIAH] - (RUPIAH])
1 2 3 T 4 5 6
1 PENDAPATAN
111 Pendapatan Ash Desa
1(1;1 Hasil Usaha.
11 [ 172 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1013 Lam~lam Pendapatan Ash Desa yang sah

' Pendapatan T&'ansfer o T

Dana Desg -

- | Bagian dari hasil pajak &rembu81 daerah kabupaten / kota 3
| Alokasi Dana Desa - -

Bantuan Xeuangan

Bantuan Provinsi -

b et et | bt b e | et | et
N{po[a[poina (o]
FNENFN AT

Bantuan Kabupaten -




5

: Pendapatan Lam lczm '
‘113 .| Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tldak mengikat
2113 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
12 BELANJA :
1211 Bidang Penyelenggaraan Pemenntahan Desa I
1241 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan . :
271 1| Belanja Pegawai: : o
' | - Penghasilan Tetap Kepala-Desa dan Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
- Tunjangan BPD : :
211 - | Operasional Perkantoran
201 2| Belanja Barang dan Jasa
--Alat Tulis Kantor '
- Benda POS

- Pakaian Dinas dfan Atnbut

~ Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersman

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

‘| = Honor

- dst........ eeeniieesiennas Z




Belanja Modal -

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

~dSt i

Operasional BPD .

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

-dst i,

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

S 6 £=] A N

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

(el 1]l

SIS

Belanja Barang dan jasa

- Honor




Belanja .Mo.da.ll- T
- Semen 2

- Materlal

Pengaspalan jalan .desa -

Belanja Barang dan Jasa : |
- Upah Kerja ' '

- Honor

= dst...

Belan]a Modal

- Aspal

- Pasir

Bldang Pemblnaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan- Ketentraman dan Ketertlban

NISIISIS

Belanja. Barang dan J asa

- Honor Pelatlh

-- Konsumsi .

- Bahan Pelatihan = -



http://J-2VzJ.CLAJ.JCI
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Bidahg Pe'mberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

~dstiiiiiniininie..

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Mol b

Ljencn

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

JUMLAH BELANJA

| SURPLUS / DEFISIT



file:///pXxxx

PEMBIAYAAN .

- Penerimaan Pembiayaan'-- S

P SILPA -

| Pencairan Dana Cadangan

wlosloaleles| 1

1 IO R B

Hasil Kekayaan Desa Yang d1 plsahkan

s JUMLAH [RUPIAH]

.Pengeluaran Pembzayaan

| Pembentukan Dana Cadangan - -

wlwjw| 1

RIS RN

| Penyertaan Modal Desa .

| JUMLAH (RUPIAH)

" Disetujui oleh

" KEPALADESA ...,

o ttd

--------------------------------------




2 Laporan Reahsas1 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Sernester Akhlr Tahun)

"~ LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA = =
S  SEMESTER AKHIR TAHUN i
'PEMERINTAH DESA ....
TAHUN ANGGARAN ....

‘KODE . | .
REKENING |...

URAIAN -

- JUMLAH =
ANGGARAN
. (RUPIAH)

 JUMLAH
“REALISASI

(RUPIAH)

. LEBH; | .-
_(RUPIAH)

2

1

| PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)

3

PENDAPATAN.

{ Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

| Swadaya, -Partisipasi dan Gotong Royong

[y e e I
ot | ot | o [ et

[ (bt

Lain-lain Pendapatan Asli Desa vang sah

' Pendapatan Transfer

‘Dana Desa

Bagian dari hasil paJak &retrlbus1 daerah kabupaten/ kota

“1 Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

o Gl (I EA [ B
SIS NR R

Bantuan Kabupaten / Kota




.2_.

ol Pendapatan Lam Zam

—E

.1 Hibah dan Sumbangan dari plhak ke- 3 yang tldak menglkat._ ...
= 'Lam lam Pendapatan Desa yang sa_h T :

'JUMLAH PENDAPATAN - '

i BELANJA

-Bidang Penyelenggaraan Pemenntahan Desa

Penghasilan Tefap dan Tunjangan

e :

Belanja Pegawai:

SISHSIEIN

-- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat _

‘| - Tunjangan BPD

QOperasional Perkantoran -

Belanja Barang dan J asa

IR

ol

5

- Alat Tulis Kantor

| - Benda POS

- Pakaian Dinas dfan Atnbut
- Pakaian Dinas™ .~

- Alat dan Bahan chersman

. - Perjalanan Dinas -

"| = Pemeliharaan -

- Air, Llstnk dasn Telepon

q - Honor . . [RP——




Belan_]_ Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi' '

|- Mesm TIK

'Operasioné.i BPD

raibod

Belanja Barang dan Jasa :

|- ATK

|- Penggandaan -

|- KonSum'si Rapat

- dst ........ ienenennniacanee

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

1-ATK -~ -

- Penggadaan -

- KonsumSL Rapat :
- dst .. :

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

‘Perbaikan Saluran Irigasi -

RSHSISINES

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

.-‘...i Honor_'____,,,,,,_,,,,, } e g T IR R




Belanja Modal

- Semen

- Material

: -dst

engagpalan _]alan desa"

Belanja Barang dan Jasa : R
- Upah Keqa -

- Honor -

Belanja Modal

- Aspal

- Pasir .

Blda_ng Pembmaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Ketent_raman dan Ketertlban T
Belanja Barang dan Jasa IR _ -

e[l

- Honor Pelatih-~

.-Konsum31 S

-BahanPelauhan SR

1 - dSt e eereiieen U R

Kegiatan......................
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" 'B1dang Pemberdayaan Masyarakat e

' Keglatan Pelatihan Kepala Desa dan’ Perangkat
‘2| Belanja Barang ‘dan Jasa: o :

| - Honor pelatih’

| - Konsumsi

- Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga

| Kegiatan Kejadian Luar Biasa

[SIESHIN

Uit n

Belanja Barang . dan Jasa: .

- Honor tim

- Konsumsj -

- _Obatfobatan

‘| JUMLAH BELANJA

| SURPLUS / DEFISIT.




' '_'PEMBIAYAAN

'Penerzmaan Pembzayaan

| SILPA -

Pencairan Dana Cadangan

wleolwlw]w| |+ L

= ft e fea

wlol=| T [

Hasil Kekayaan Desa Yang d1 plsahkan

JUMLAH (RUPIAH)

'Pengeluaran Pemblayaan

Pembentukan Dana Cadangan

RSN

Penyertaan Modal Desa .

JUMLAH (RUPIAH) -

. Disetujuioleh

| KEPALA DESA ...,

td

------------------------------------------




H. LAPORAN . PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

APBDESA
- ' s . ’ PEMERINTAH DESA ........ rerecemenceas
LAMBANG . . KECAMATAN ..ooocveeiimiceennnes e

PEMDES .ﬁ C KABUPATEN oo |

- RANCANGAN PERATURAN DESA .....
NOMOR .... TAHUN .
_ TENTANG :
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
+ TAHUN ANGGARAN '

L DENGAN RAH_MAT TUHAN YANG MAHA ESA

' KEPALA DESA ....,
| . : .M_en'i'mbang'_ : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan
- ' © " 'Bupati Kapuas Hulu .... Nomor .... Tahun .... tentang

..., Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa
"~ tentang - Laporan  Pertanggungjawaban = Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa .... Tahun Anggaran....; :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

| . o - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400j; '

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5495);



6 Peraturan Pemenntah Nomor 43' Tahun 2014

o 'tentang 'Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang
"Nomor 6. Tahun 2014 tentang Desa :(Lembaran

_-Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, _' DR

- Tambahan Lembaran 'Negara Republik - Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah  Nomor 47/ Tahun 2015
tentang - Perubahan _atas. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
.. Peraturan -Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang.

. ﬁ" Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran -
Negara Repubhk Indone31a Tahun 2015 Nomor 157,

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a

" “Nomor 5717);

7 -_Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
o 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

i 8 "Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 - :

. . :_;-:_:_._ - _:Tahun 2009 t_entang Pembentukan. Desa  dan R

- "Dusun 'di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana
- -..sudah diubah dengan Peraturan Daerah’ Kabupaten' -

" Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang s

Perubahan = Atas Peraturan' Daerah Kabupaten

Kapuas. Hulu. Nomor 4 ‘Tahun . 2009 tentang
Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten-_ -

5 __ jKapuas Hulu,
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
: _ ~dan
_ KEPALA DESA
MEMUTUSKAN

@  Menetapkan  : RANCANGAN PERATURAN DESA ... TENTANG .
S T . LAPORAN.PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

- PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

- BELANJA'DESA .... TAHUN. ANGGARAN 20 .

- MENJADI PERATURAN DESA ... TENTANG B
-~ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ' P
- PELAKSANAAN ~~ ANGGARAN ANGGARAN DR
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN o

S ANGGARAN 20

| Pasall

_ Anggaran Pendapatan da.n Belan_]a Desa Tahun Anggaran ... dengan
. rincian sebagai berikut: . . SREE

.. ¢ .1.Pendapatan Desa' .m0 L Rp .......... C
2 Belanja Desa IR LT R
. ‘a, Bidang Penyelenggaraan Pemermtah Desa Rp ........ eserteertinrerised _
b Bidang Pembangunan o Rp...’ ..... cereeesreeierteanas "
c. Bldang Pembmaan Kemasyarakatan L Rpe I

t o



R ;‘_:"j d Bldang Pemberdayaan Masyarakat'- Rt
- .. e, Bidang Tak Terduga = - . L 'Rp

. JumlahBelanja . Rpee
_,;_.Surplus/Deﬁmt . i . Rpe.
3 'Peinblajfa'a:m Deéa' : - e e S |
.a. Penerimaan Pembiayaan =~ © - RP. ., |
“ b..Pengeluaran’ Pembiayaan =~ . Rp. ... .
Sehsm Pemblayaan(a b) T U RD e e, B
Pasal 2 o

. : Uraian leblh lanjut mengenau hasﬂ pelaksanaan Anggaran Pendapatan

" dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum

“dalam. Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

SR _:-___1 Lamp1ran1 + Laporan Pertanggung}awaban Reah.sam Pelaksanaan'_ N

© APBDesa Tahun Anggaran

G i _;2 Lamplran II " Laporan’ Kekayaan Milik Desa Sampa1 Dengan 31 B |

_-Desember 20...

_.:3 Lamplra_n III - Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang- B

- Masuk ke Desa

Pasa13

Lamplran 1amp1ran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 merupakan'
- baglan yang tldak terplsahkan dar1 Peraturan Desa 1n1

| Pasa14

e Peraturan Desa 1n1 mulal berlaku pada tanggal dlundangkan g
Agar setiap .- orang mengetahul, ' memenntahkan pengundangan S
L 3Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIS .
'Ditetapk'an di ... .
R 'pada tanggal ..'.._- :
o KEPALA DESA



_ : Menimbang :

~_ Mengingat

TENTAN G

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AT BT
MEN GENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA St
: - TAHUN. ANGGARAN veestriesenenn

KECAMATAN ........ TAHUN

BADAN PERMUSYAWATAN DESA

-bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat.f TSI
* '{4) Peraturan Bupati Kapuas Huli Nomor .. Tahun =~ .

.... tentang Keuangan Desa, maka perlu menetapkan L e
' Keputusan Badan. Permusyawaratan Desa tentang =«
Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mengenaj, e
_ -'-Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Desa (APBDesa), R T P T

o 1 Undang~Undang Nomor 27 Tahun 1959: tentang.g:_ﬁ nenh
B "Penetapan Undang~Undang Darurat Nomor Bl
Tahun 1953 . tentang Pembentukan Daerah =~ ' = .
ngkat 1 di. Kalimantan - (Lembaran ‘Negara': | =1
- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai - = = .
- - - Undang-Undang - (Lembaran " Negara Republik @ . -
" Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan el
i Lembaran Negara Repubhk Indone31a Non’.lor__-ﬁ:__:';.=
Soeas20) | s . e
.2, -.Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang”.;;siz_ S

. Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia .=~ " SR
~ Tahun :2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran : D

S 33Negara Repubhk Indones1a Nomor 5495); -

3. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang T
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik: =~ '« =
. Indonesia Tahun 2014 - Nomor 244, Tambahan .. il

“Lembaran Negara Repubhk Indonesz.a Nomor = -

: 5587) sebagaimana telah dlubah beberapa kali,

¢ " terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang ..
" Perubahan Atas - Undang-Undang Nomor 23 =~

- Tahun' 2014 tentang Pemerintahan Daerah
.- (Lembaran Negara Republik . ‘Indonesia- Tahun . i

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
- '--Repubhk Indonesia Nomor 58, tentang Lembaran' :
-, Negara Republik Indonesia No_mor 5679); -



4l Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014_
" tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang -
. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
. Negara Republik Indonesia : Tahun 2014 Nomor
' 123, ‘Tambahan  Lemibaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun -
2015 tentang Perubahan - Atas Peraturan
. Pemerintahan Nomor ~ 43 Tahun 2014 tentang
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 -
"~ Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran . Negara
'Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a-

. _Nomor 5747)

B 5 Peraturan ‘Menteri Dalam Negen Nomor 113 -
o Ta_hun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

' “6.. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun'
e 2016 tentang Keuangan Desa;. . '

B MEMUTUSKAN':‘

. Menetapkan : -~~~ Lo L
- KESATU . : Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa ........ -
et i, . .tentang = Rancangan Anggaran Pendapatan dan'
"~ Belanja~ Desa Cvered Tahun Anggaran ....... sebagai
berikut : ' LT g '
1, Pendapatan Desa . . Rp.
2. Belanja Desa S e T
a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Des C Rpiiicioil
'b. Bidang Pembangunan CRpoiiiiii
“¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.coreiiiiidins
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rpuoiiliiivee
Jumlah Belanja...........c.coeeiienene... . "Rp. R
Surplus/Defisit................. reeverssnnie Rp..
3. Pembiayaan Desa L e e
a. Penerimaan Pembiayaan..... et R
- b.Pengeluaran Pembiayaan............. . Rp...........

Selisih Pembiayaan (a -b)............

' KEDUA ~ : Uraian lebih’ lanjut méngenai' -"APBDeSa L
' ~ditetapkan berupa Rincian Struktur
'_APBDesa oleh Kepala Desa. ST .

KETIGA = Biaya sebaga1 aklbat dltetapkannya Keputusan ini
_ dibebankan kepada ' Anggaran Pendapatan dan
Belanja DeSa..i.cvinrieriirnennans



.- "KEEMPAT :: Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal dltetapkan et
' dan apabila 'dikemudian hari temyata terdapat . -

" kekeliruan = dalam  Keputusan ini, akan dladakan S

-'perba1kan sebagalmana mestmya R SEEERELS

Dman
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

.................................

Qf : TEMBUSAN Keputusan ini dlsampalkan Kepada Yth
- 1.. Kepala. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov1n31 -

.~ Kalimantan Barat di Pontianak;: Lo : L

2 -Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu d1 Putuss1bau _ : :

.-3." Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten .

. Kapuas Hulu di Putussﬂ)au, e S

- L BUPATI KAPUAS HULU,




LAMPIRAN
PERATURAN DESA
...~ NOMOR. 99 TAHUN 2016
. TENTANG =~

. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
.- -ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - '
s _"_TAHUN ANGGARAN Sl

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN .:f_ '

"APB DESA-

. PEMERINTAH DESA ...
- TAHUN ANGGARAN....

 KODE "~

REKENING |

ANGGARAN

Rp)

REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ |

2

1

PENDAPATAN

3

4

Pendapatan Asli Desa C

ot

‘Hasil Usaha. =

i | o |t ] e

Swadaya, Parumpam dan'_ .

Gotong Royong

Lain-lain Pendapatan Asli -

Desa yang sah

Pendapatan Transfer :
Dana Desa- '

[
BSISIS I E
B |

Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah '
kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa .- .

| Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

ot | et f o [

ISFNEN I .
=

HESIISUSIISH

Bantuan Kabupaten / Kota

[y

Pendapatan Lairi lain

B
Wi
(=1

Hibah dan Sumbangan dari
‘pihak ke-3 yang tldak '

mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah = : ‘

J UMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan

- |- Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan .

- ‘Tunjangan -

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat

- Tunjangan BPD :

¥

-




-

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

-'Alat Tulis Kantor -
- Benda POS

- Pakaian Dinas dfan Atnbut
- Pakaian Dinas. -

- ‘Alat dan Bahan Kebersman

- Perjalanan Dinas

= Pemeliharaan -

- Air, Listrik, dasn Telepon

- Honor

Belanja. Modal

- Komputer. .

‘| - Meja dan Kursi

- Mesm TIK

} Operasio’nai BPD.

-t Belanja Barang dan J asa

- ATK -

- Penggandaan :

- Konsums1 Rapat =

- dst ..

Operasionall RT/ RW.

‘| Belanja Barang dan J asa

- ATK

| - Penggadaan -

- KomsumSI Rgpat

- dst

. B1dang Pelaksanaan .

Pembangunan Desa -

.| Perbaikan Saluran Irigasi .

Belanja Barang dan j Jasa

| --Upah Kezja

- Honor. .

- dst...

' Belanja Modal

~| - Semen

- Matenal

Pengasgalan jalan desa

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja -

'-Honor- T

Belan]a Modal

- Aspal

- Pasir:

- dst i.....




2

! Keglatan......;...'.'."...'..-....3_

Bldang Pembmaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan =

| Ketentraman dan Keterﬁban

| Belanja Barang dan Jasa

- Honor Pelatih -

- Konsumsi .

- Bahan Pelatlhan

Kegiatan' -

o Bldang Pemberdayaan
| Masyarakat - .= -

'+ Kegiatan Pelatlhah Kepa_la _

Desa dan Perangkat

| Belanja Barang .dan Jasa: °

- Honor pelatlh

- Konsumsi.

- Bahan pelahhan
- dst... P

B Bidang Tak Terduga

| Kegiatan Kejadlan Luar

Biasa .

| Belanja Bmdem Jasa:

- Honor tim .

- Konsumsi-—

1 Obat-obatan '

- dst

Keglatan

: JUMLAH BELANJA B

SURPLUS / DEFI SIT

PEMBIAYAAN .

Penerimaan Pemszaan

SILPA~

Pencairan Dana Cadangan

W |fw]w|w] |

| Hasil Kekayaan Desa Yang

di pisahkan

JUMLAH (RP)

Wl |

Pengeludraﬁ P"ehibia@an

Pembcntukan Dana

| Cadangan

Penyertaan Modal Desa

| JUMLAH (RP) _
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'} | |- Pembiayaan .. .. :Netto| -
| (PENERIMAAN = = @ =
- PEMBIAYAAN- .
- PENGELUARAN
- | PEMBIAYAAN ) .
|- SILPA ° tahun . -berjalan
.| (SELISIH - ANTARA|
'~ PEMBIAYAAN - NETTO
“DENGAN - ' - HASIL| -

SURPLUS/DEFISIT)

T Tanggal e, eiiien T



_ _TAHUN ANGGARAN ..

. LAMPIRAN it

- PERATURAN DESA ...
-~ NOMOR 79TAHUN 2@16
~ TENTANG'

-LAPORAN PERTANGGUNGJ AWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA '

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20..... j : L

-URAIAN_ L

TAHUN N
(Tahun Perlode

R T TAHUNN-T |
- (Tehun'
- Sebelumnya). .

: .=:_:-1

_Pelaporan) -

1. ASET DESA

c A, ASET LANCAR
- 1. Kas Desa :
'a, ‘Uang kas di Bendahara Desa
b Rekenmg Kas Desa B

. 2 Plutang

a. Plutarig Sewa Tanah
b Plutang Sewa Gedung "

3 Persedxaan e R
.a. Kertas Segel '
'b. Materai

E 'JUMLAH_ASET _L'ANICHZAR"--- -

B ASET TIDAK LAN CAR

1 ‘Investasi Pcrmanen

- --PenYertaan Modal Pemermtah Desa '_ S o

T2, __Aset Tetap
st = Tanah R
DI Peralatan da.n Mesin’ .f
. - Gedung dan bangunan
- Jalan, Janngan dan Insta]a31
Cerdstiee

o snanCdangan

- 'Dana Cadangan

4_. Aset ﬁdak laticar Lairmya

JUMLAH ASET ’I‘IDAK LANCAR

- JUMLAH ASET (A + B)




II KEWAJIBANJANGKA PENDEK ‘ B e B U T

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I - 1I )

7 Kewajiban adalah utang yang umbul karena adanya ptn_]aman oleh

8. Kekayaan ~ bersih adalah SellSIh antara aset ‘dan kewaﬂban-_- i

_::-1;

r
o

KEPALADESA ..., -

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

- Pen_;elasan tabel

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dan kekayaan ash_f_.’_ - -
desa,. dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan}'

Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. .

. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang dzs:mpan d‘t

Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pzhak yang mengelola.'_:' " g -
kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan- - .
akan dilunasi dalam waktu pahng lama 1 (satu} tahun anggaran se_]ak' S

dltetapkannya kerjasama tersebut.

.Persedlaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemenntah S o

desa ' yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun :

surat  berharga dalam periode normal antara lam kertas segel' S

materai, deposito, giro.

. Aset Desa tidak lancar mebputl penyertaan modal pemenntah desa:'_ . )
dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesm (R

gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

. Dana . cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung_i Ch

kebutuhan yang memerlukan dana yang relattf besar yang ttdak-
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pemenntah.

pemenntah desa.

Catatan °

Terkait dengan angka 7 bahwa dalam APBDesa khususnya pada
pemblayaan tidak d1buka peluang untuk p1n_]aman :




. LAMPIRAN III

 'PERATURAN DESA ...

NOMOR 79 TAHUN 2016

. TENTANG

- .. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN _

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

CTanggal D e,

Desa T ereeseereeeeaernaieens Ve
Kecamatan : .......ciiiiininann.
-Kabupaten : - ...
R ’ v A o . - ' - - ' ' Jumlah
No. Jenis Kegiatan - Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan | - Volume - Satuan _ Sumber Dana . (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1) a ... | Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2) - Rp.




Rp. . - .

.- .Sub Total Jenis Kegiatan (3) -~ - " =

... Sub Total (4) - -

Rp.. .
Rp.

| ""'_I_‘otal-{"l o/d 4] &

Tanggal .............. .

. KEPALADESA..,




